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antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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To be aleading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and 

community service in the Field of law that is onticipatory to changes and advances 

in science and technology in the era of globalization in accordonce with Christian 

and Pancasila values. 

 

MISI: 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 
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Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge ond 

technologyin the field of jurisprudence through scientific, Interdicipliner and 
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orderto be able to compete in the era of globalization. 
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menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.  

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral 

values, attitude and sense oflove to the country, behave in democratic monner 

and uphold religiaus values. 

 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan 

internasional.  

Developing the legal knowledge with national and international perspectives. 

 

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitan serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.  
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Developing and improving research and professionalism in the legal science 

and other fields. 

 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum.  

Organizing sustainable education and professions in the field of law. 

 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.  

Encouraging research and community service that can increase awareness of 

rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian people. 

 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta Instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-

lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan 

bidang Ilmu pengetahuan lainnya.  

Mantaining relationships with legal practitioners, Iaw enforcement agencies, 

public and privote institutionsand ecclesiostical institutions in the develapment 

and the implementation of law and other field of sciences. 

 

NILAI-NILAI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA: 
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ABSTRAK 

 

A. Nama Mahasiswa :  Gisela Anindhita Anggraeni 

B. Nomor Induk Mahasiswa :  2040050020 

C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Korupsi    Dalam Keadaan Tertentu 

Perspektif Pasal 2 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

D. Program Kekhususan :  Hukum Pidana 

E. Jumlah Halaman :  i-xviii + 85 halaman + Daftar Pustaka 

F.  Daftar Bacaan  :  Buku, Peraturan Perundang-

Undangan, Jurnal, dan Internet 

G. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Keadaan 

Tertentu, Hukuman Mati, Covid-19 

H. Ringkasan Isi : 

           Penelitian ini dilakukan seiring dengan semakin banyaknya kasus 

korupsi yang belum terselesaikan di Indonesia. Korupsi adalah tindakan 

menyimpang dimana seseorang menyalahgunakan kekuasaan yang 

diberikan kepadanya untuk menggunakan dana publik atau negara secara 

melawan hukum untuk mendapatkan kekayaan atau keuntungan pribadi. 

Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis dalam penelitian ini ialah 

kasus korupsi bantuan sosial di masa pandemi covid-19. Mengingat adanya 

kasus-kasus tersebut di atas dan semakin banyaknya kasus korupsi di 

Indonesia, maka tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu ini 

menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Salah satu ketentuan penting 

dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi adalah Pasal 2 Ayat (2) 

yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. 

Keadaan tertentu ini menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang 

mendalam di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil. 

Pasal 2 Ayat (2) memberikan pemahaman mengenai apa yang dapat 

dianggap sebagai korupsi dalam keadaan tertentu dan bagaimana regulasi 

hukum dapat diterapkan dalam konteks tersebut. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana 

perspektif yuridis mengenai Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apa dampak 

dari interpretasi dan penerapan Pasal 2 Ayat (2) terhadap hukum dan 

pemberantasan korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

metode jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
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pustaka. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan 

konseptual (Conceptual Approach). Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier.   

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh perspektif yuridis mengenai 

keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi termuat pada syarat-syarat 

keadaan tertentu sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, yaitu: keadaan tertentu sebagai keadaan bahaya, bencana 

alam nasional, penanggulangan kerusuhan sosial, negara dalam krisis 

ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana. Serta dampak dari 

interpretasi dan penerapan Pasal 2 ayat (2) menuai pro dan kontra dalam 

masyarakat. Namun, seyogyanya pidana mati bagi pelaku korupsi, 

utamanya bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 yang merupakan 

bencana nasional non alam sehingga cukup pantas dan layak diterapkan. 

Mengingat, hukuman mati tidak hanya diterapkan untuk memenuhi 

ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, namun juga mewakili keadilan bagi masyarakat luas yang 

merupakan korban nyata dari tindak pidana korupsi tersebut.  

Fungsionalisasi hukum pidana dalam hal ini adalah upaya untuk 

memberantas kejahatan tersebut melalui penegakan hukum dan penjatuhan 

hukum pidana mati perlu diberikan agar tujuan dari pidana itu dalam 

menciptakan efek jera (ultimum remedium) terlaksana dengan sebagaimana 

mestinya. 

 

I. Dosen Pembimbing  :  1.  Dr. Yuni Artha Manalu, S.H., M.H.   

                                          2.  Adrianus Herman Henok, S.H., M.H. 

 

                                                                                             Jakarta, 31 Januari 2024 

                                                                                             Penulis 
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ABSTRACT 

 

A. Student Name :  Gisela Anindhita Anggraeni 

B. Student Identification Number :  2040050020 

C. Title of Thesis : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Korupsi    Dalam Keadaan Tertentu 

Perspektif Pasal 2 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

D. Specitificy Program :  Criminal Law 

E. Number of Pages :   i-xviii + 85 pages + References 

F.  Reading List :  Books, Legislation, Journals, and 

Internet 

G. Key Words : Corruption, Certain Circumstances, 

Death Penalty, Covid-19 

H. Content Summary :   

 This research was conducted in line with the increasing number of 

unresolved corruption cases in Indonesia. Corruption is a deviant act where 

a person abuses the power given to him to use public or state funds 

unlawfully to obtain wealth or personal gain. One of the cases that attracted 

the author's attention in this research was the case of corruption in social 

assistance during the Covid-19 pandemic. Considering the cases mentioned 

above and the increasing number of corruption cases in Indonesia, this 

criminal act of corruption under certain circumstances raises public 

concern. One of the important provisions in the Corruption Eradication 

Law is Article 2 Paragraph (2) which regulates criminal acts of corruption 

in certain circumstances. This particular situation has been the subject of 

in-depth debate and research among academics, legal practitioners and 

civil society. Article 2 Paragraph (2) provides an understanding of what can 

be considered corruption in certain circumstances and how legal 

regulations can be applied in that context. 

 The problem formulation in this research is: what is the juridical 

perspective regarding Article 2 Paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 

concerning the Eradication of Corruption Crimes and what is the impact of 

the interpretation and application of Article 2 Paragraph (2) on the law and 

the eradication of corruption. The method used in this research is a 

normative research type method which is carried out by examining library 

materials. The type of approach used in this research is a statutory 
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approach (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual 

Approach). The type of data used is secondary data consisting of primary 

legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. 

 From the research results, a juridical perspective can be obtained 

regarding certain circumstances in criminal acts of corruption contained in 

the requirements of certain circumstances as contained in the Explanation 

of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning the 

Eradication of Corruption Crimes, namely: certain circumstances as a state 

of danger, national natural disasters, overcoming social unrest, a country 

in economic and monetary crisis, and repetition of criminal acts. And the 

impact of the interpretation and application of Article 2 paragraph (2) has 

reaped pros and cons in society. However, the death penalty should be for 

perpetrators of corruption, especially for perpetrators of corruption during 

the Covid-19 pandemic, which is a non-natural national disaster, so it is 

appropriate and appropriate to implement it. Remember, the death penalty 

is not only applied to fulfill the provisions of Article 2 Paragraph (2) of the 

Corruption Eradication Law, but also represents justice for the wider 

community who are the real victims of these criminal acts of corruption. 

The functionalization of criminal law in this case is an effort to eradicate 

these crimes through law enforcement and the imposition of the death 

penalty law needs to be provided so that the aim of the crime in creating a 

deterrent effect (ultimum remedium) is carried out as it should. 
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